WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah
dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian
terhadap tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat

Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1291,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5987);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



7.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang



14.

15.

16.

17.

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007
Nomor 02, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor
10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang

Tahun 2012 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Menetapkan :

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

Pasal I



Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 08) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni
ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

(4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP sampai dengan
Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat
puluh juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP diatas
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(6) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP diatas
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(7) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan
puluh juta rupiah) untuk wajib pajak dengan NJOP diatas
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(8) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) untuk wajib  pajak dengan NJOP diatas
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).



2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4),

ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(3)

(4)

(6)

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen)
untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk
NJOP diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen)
untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai
dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk
NJOP diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai
dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen) untuk NJOP diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah).

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk
objek pajak yang tidak mendukung program pemerintah dan tidak
berwawasan lingkungan, yakni:

a. pemanfaatan bangunan tidak sesuai dengan peruntukan lahan;

b. tidak mempunyai IMB;

c. pembangunan tidak sesuai IMB; dan

d. tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Juni 2017

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.2/2017)



